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Abstract 
This research aims to analyze the Implementation of Integrated Administrasion Service 
Program in East Palu Distict of Palu City (A Study of e-KTP Service Program Implementation). 
The research used descriptive qualitative method with data collection covered observation, 
interview, and documentation. The informan was 5 people selected through purposive sampling. 
The research results reveal that the Implementation of Integrated Administration Service Program 
in East Palu District of Palu City (A Study of e-KTP Service Program Implementation) is not 
optimal yet, due to some aspects affects it, namely 1) Communication aspect is already good, 2) 
Resourcces aspect is not good yet, 3) Disposition aspect is not good yet too, and 4) Bureaucratic 
Strukture aspect is not good as well.  
Keywords: Implementation, Policy, Communication, Resources, Disposition, and Bureaucratic 
Structure 
 
Pengembangan Good Govermence (tata 
kelola pemerintahan yang baik) serta clean 
govermence (pemerintahan yang bersih) sudah 
cukup lama digagas serta ditawarkan dari 
pusat sampai dengan daerah, yang 
menginginkan keseluruhan program 
pembangunan yang transparan dan akuntabel 
serta keterlibatan unsur-unsur masyarakat. 
Dalam proses perumusan kebijakan dari 
berbagai aspek program pemerintah dengan 
tujuan agar masyarakat dapat mengetahui 
pelaksanaan program pemerintah, dan sejauh 
mana hasil yang dicapai serta manfaat yang 
dirasakan oleh masyarakat. 
Kecamatan merupakan ujung tombak 
yang sangat penting terhadap pelayanan yang 
dimaksud. Maka dari itu kecamatan 
diharapkan mampu berperan sebagai pusat 
pelayanan masyarakat. Fungsi kecamatan 
sebagai pusat pelayanan sangat tepat karena 
melihat dari jarak dan kualitas pelayanan yang 
diberikan sehingga apabila fungsi pelayanan 
berjalan secara efektif dan efisien maka akan 
memiliki dampak yang positif terhadap 
kepuasan masyarakat. 
Tuntutan masyarakat akan peningkatan 
kinerja pemerintah dalam penyediaan 
pelayanan publik semakin meningkat dan tidak 
terbendung yang seyogianya disikapi secara 
positif oleh pemerintah dengan meresponnya 
secara aktif. Oleh karena itulah, dengan 
diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 4 tahun 2010 tentang Pedoman 
Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan 
(PATEN) sebagai bentuk jawaban atau respon 
dari pemerintah akan tuntutan perbaikan 
kualitas pelayanan publik khususnya di 
pelayanan yang bersifat administratif, dimana 
pemerintah menetapkan Kecamatan sebagai 
penyelenggara pelayanan administrasi yang 
terdepan dengan tujuan dipenuhinya prinsip-
prinsip pelayanan agar pelayanan semakin 
dekat dengan masyarakat sehingga pelayanan 
akan semakin efektif dan efisien. 
Pelayanan Administrasi Terpadu 
Kecamatan (PATEN) adalah penyelenggaraan 
pelayanan  publik di kecamatan yang proses 
pengelolaannya, mulai dari permohonan 
sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan 
dalam satu tempat (Dian Utomo, 2010: 32). 
Satu tempat ini disini berarti cukup melalui 
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satu meja atau loket pelayanan. Sistem ini 
memposisikan warga masyarakat hanya 
berhubungan dengan petugas meja/loket 
pelayanan di Kecamatan. 
Pelayanan Administrasi Terpadu 
Kecamatan (PATEN) itu sendiri dimaksudkan 
agar masyarakat memiliki kemudahan dalam 
hal pelayanan, yaitu proses pengolahannya 
dari awal proses sampai terbitnya sebuah 
dokumen dilakukan dalam satu tempat. Dalam 
hal ini berarti pelayanan yang dilakukan hanya 
ada pada satu loket yang ada di Kecamatan 
dan masyarakat hanya berhubungan dengan 
petugas loket pelayanan yang ada di 
Kecamatan. Dengan demikian pelayanan yang 
dilakukan secara konvensional yang selama ini 
dilakukan oleh Kecamatan sangat berbeda jauh 
terhadap pelayanan Pelayanan Administrasi 
Terpadu Kecamatan (PATEN) saat ini. 
Sebelum adanya penyelenggaraan 
Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan 
(PATEN) yang ada di Kecamatan masyarakat 
sering mengeluhkan lambannya proses 
pelayanan. Hal ini disebabkan karena 
pelayanan masih dilakukan dibanyak meja 
sehingga masyarakat membutuhkan waktu 
yang lebih lama dalam proses pelayanan. 
Selain itu sumber daya manusia yang masih 
belum memenuhi, hal tersebut dapat dilihat 
dari belum adanya pembagian tugas pokok dan 
fungsi dalam memberikan pelayanan kepada 
masyarakat. 
Pelayanan Administrasi Terpadu 
Kecamatan (PATEN) merupakan 
penyelenggaraan pelayanan publik di 
Kecamatan yang proses pengelolaannya mulai 
dari permohonan sampai ke tahap terbitnya 
dokumen dilakukan dalam satu tempat. Satu 
tempat disini berarti cukup melalui satu meja 
atau loket pelayanan. Masalahnya bagaimana 
mengoptimalkan peranan Pelayanan 
Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) 
untuk meningkatkan kualitas pelayanan sesuai 
dengan harapan masyarakat sebagai pelanggan 
dalam rangka mewujudkan Good Local 
Government. Sebagai pusat pelayanan, dalam 
arti bahwa dimasa depan Kecamatan 
diharapkan mampu memberikan pelayanan 
kepada masyarakat secara proporsional 
berdasarkan kriteria dan skala Kecamatan di 
bidang perijinan dan non perijinan. Sesuai 
dengan tujuan Pelayanan Administrasi 
Terpadu Kecamatan (PATEN) yakni dalam 
rangka meningkatkan kualitas pelayanan 
dengan cara mendekatkan pelayanan kepada 
masyarakat, sehingga dilihat dari aspek biaya 
lebih efisien dan jangka waktu penyelesaian 
akan lebih cepat dan terukur sesuai standar 
pelayanan. 
Oleh karena itu, Pemerintah Kota Palu 
sangat pro aktif dalam mendukung program 
tersebut dengan melakukan persiapan teknis, 
subtanstif dan administratif untuk 
menyiapakan 8 (delapan) SKPD Kecamatan 
untuk mennyelenggarakan paten yang dimulai 
pada tahun 2014 sampai sekarang dengan 
target maksimal pada akhir tahun 2015 
Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan 
(PATEN) di Kota Palu sudah dapat berjalan 
dengan baik diseluruh Satuan Kerja 
Pemerintah Daerah (SKPD) Kecamatan secara 
serempak. Pelaksanaan PATEN di wilayah 
Kota Palu sesuai petunjuk Walikota yang 
tertuang dalam surat Keputusan Walikota Palu 
No.100/786 tentang penyelenggaraan 
pelayanan Administrasi Terpadu Di 
kecamatan. Untuk mendukung pelaksanaan 
paten dimaksud Pemerintah Kota Palu melalui 
tim teknis PATEN membuat sistem informasi 
PATEN yang berguna untuk mendukung 
optimalisasi implementasi paten pada 
khususnya dan pelimpahan kewenangan 
Walikota kepada Camat pada umumnya yang 
berfungsi sebagai media kontrol dan evaluasi 
masyarakat dan Walikota melalui tim teknis 
PATEN dan SKPD pembina untuk perbaikan 
setiap tahunnya.  
Salah satu dari bentuk administrasi 
terpadu yang ada di Kecamatan adalah 
pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik 





yang sering disingkat E-KTP, dimana program 
ini menjadi program nasional yang dimana 
Pemerintah Daerah sebagai ujung tompok 
pelaksanaannya. Besarnya dana yang 
dikucurkan dalam program E-KTP, 
mengindikasikan bahwa mestinya program ini 
sudah tidak ada lagi masalah dalam 
pelaksanaanya, sehingga dapat dilaksanakan 
sesuai target yang ditentukan. 
Berdasarkan hasil observasi (Maret 
2016), terlihat pada Kantor Camat Palu Timur 
dalam pengurusan administrasi kependudukan 
khususnya E-KTP dilaksanakan sering tidak 
tepat waktu, kadang kala juga ketika 
masyarakat datang, petugas tidak ada ditempat 
sehingga masyarakat harus menunggu dan 
ketika bosan menunggu akhirnya masyarakat 
pulang dan tertunda lagi. Hal ini menunjukkan 
bahwa masih banyak pegawai atau 
implementor di Kecamatan Palu Timur belum 
memahami sesungguhnya dalam memberikan 
pelayanan administrasi terpadu sesuai dengan 
standar. Fenomena lainnya yang terjadi adalah 
belum optimalnya sumber daya tenaga 
keahlian maupun sarana dan prasarana yang 
tersedia dalam memenuhi pelayanan yang 
bermutu. Selain itu sikap petugas kurang 
profesional dalam melayani kepentingan 
orang-orang tertentu yang memiliki 
kemampuan finansial biasanya diprioritaskan 
atau lebih diutamakan. 
Dalam kajian awal di berbagai literatur, 
suatu implementasi kebijakan banyak 
dipengaruhi oleh faktor yang saling 
mempengaruhi satu sama lainnya, dimana 
salah satunya menurut Teori Implementasi 
Edward III (Tangkilisan 2003;11), bahwa pada 
garis besarnya ada 4 (empat) faktor yang 
mempengaruhi sebuah Implementasi 
Kebijakan/Program, yaitu: Komunikasi, 
Sumber Daya, Disposisi dan Struktur 
Birokrasi. Jika salah satunya mengalami 
masalah, akan mempengaruhi pelaksanaan 
suatu kebijakan publik. 
Hasil observasi diatas menunjukan 
bahwa pelaksanaan program pelayanan E – 
KTP  masih belum efektif, dan sudah 
terindikasi mengalami masalah dalam 
pelaksanaanya. Ketidakefektifan ini menjadi 
alasan dan motivasi penulis untuk tertarik 
dalam mengkaji dan meneliti secara mendalam 
Implementasi Program Pelayanan E-KTP. 
Tujuannya antara lain adalah  melalui 
penelitian ini penulis dapat mengungkapkan 
faktor-faktor apa saja yang menyebabkan 
Implementasi Pelayanan E-KTP belum efektif 
dan optimal sehingga penulis mengambil judul 
“Implementasi Kebijakan Pelayanan 
Administrasi Terpadu di Kecamatan Palu 
Timur Kota Palu (Study Implementasi tentang 
Pelayanan E-KTP) “. 
Tujuan yang diharapkan dari kajian ini 
dengan mengacu pada rumusan masalah 
adalah Mendeskripsikan Implementasi 
Kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu E-
KTP di Kecamatan Palu Timur Kota Palu. 
Manfaat Penelitian, yaitu:  
a. Manfaat akademis: Memberikan konsep 
dan pendekatan dalam  kinerja organisasi 
dan sebagai bahan kajian lebih lanjut bagi 
peneliti selanjutnya dalam hubungannya 
dengan Implementasi untuk pengembangan 
ilmu administrasi publik.  
b. Manfaat praktis: Memberikan masukan 
bagi Pemerintah Kota Palu, khususnya pada 
Kantor Camat Palu Timur, agar dijadikan 
bahan evaluasi dan kajian terhadap 
Kebijakan yang sedang dilaksanakan guna 




Jenis penelitian yang digunakan dalam 
kajian ini adalah penelitian deskriptif dengan 
pendekatan kualitatif.  Metode yang digunakan 
pada penelitian ini adalah menggunakan metode 
deskriptif dengan maksud hasil penelitian akan 
memberikan gambaran atau mendeskripsikan 
secara sistematis, faktual dan akurat terhadap 
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obyek yang akan diteliti. Penelitian sosial 
menggunakan format deskriptif bertujuan untuk 
menggambarkan, meringkaskan berbagai 
kondisi, berbagai situasi atau berbagai variabel 
yang timbul di masyarakat yang menjadi objek 
penelitian itu (Bungin, 2001; 19). Menurut 
Nawawi (2003; 34) metode deskriptif adalah 
sebagai prosedur pemecahan masalah yang 
diselidiki dengan menggambarkan dan 
melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian 
(seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) 
pada waktu atau saat sekarang dan berdasarkan 
fakta-fakta yang tampak sebagaimana adanya.  
Satori dan Komariah (2012; 22) 
Mendefinisikan Penelitian Kualitatif adalah 
suatu pendekatan peneliitian yang mengungkap 
situasi sosial tertentu dengan mendeskripsikan 
kenyataan secara benar, dibentuk oleh kata-kata 
berdasarkan teknik pengumpulan dan analisis 
data yang relevan yang diperoleh dari situasi 
yang alamiah. Pendekatan kualitatif berdasarkan 
pendapat Bogdan & Taylor dalam Prastowo 
(2012;22) yang mengartikan dan memahami 
metode kualitatif sebagai  prosedur penelitian 
yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-
kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan 
perilaku yang dapat diamati. 
Dalam memilih informan digunakan 
metode Purposive , dengan memiliki informan 
berdasarkan Kapasitas informan yang 
disesuaikan dengan subtansi penelitian. 
Sehingga yang menjadi informan dalam 
penelitian ini 5  orang, yaitu: Camat Palu 
Timur , 1 orang , Kepala Seksi Pelayanan Kec. 
Palu Timur, 1 orang, Masyarakat Palu Timur, 
3 orang 
Dalam penelitian ini jenis data yang 
dibutuhkan ada 2 macam yaitu data primer 
yaitu data yang diperoleh langsung dari 
informan. Dan data sekunder yaitu merupakan 
data pendukung dari data primer yang 
digunakan untuk kepentingan analisis yang 
diperoleh dari Kantor Camat  Palu Timur serta 
melalui penelusuran literatur perpustakaan dan 
dokumen-dokumen. 
Teknik analisis data dalam penelitian ini 
adalah model interaktif dari Miles dan Huberman 
(Sugiyono, 2012) dengan prosedur reduksi data, 
penyajian data dan menarik kesimpulan yang 
dapat dijelaskan sebagai berikut: 
1) Pengumpulan Data, merupakan proses 
observasi awal dalam penelitian, yang akan 
membantu Peneliti dalam memulai 
penelitian.  
2) Reduksi Data (pengurangan data). Proses 
reduksi bertujuan menggolongkan, 
mengarahkan, membuang yang tidak perlu, 
mengorganisasi bahan empirik sehingga dapat 
diperoleh kategori-kategori tematik.  
3) Display data (penyajian data). Setelah data 
disajikan, karena masih ada data yang 
kurang maka pengumpulan data dilapangan 
dilakukan kembali sampai data menjadi 
lengkap. 
4) Menarik kesimpulan/verifikasi. Selanjutnya 
analisis disusun dan diarahkan pada fokus 
penelitian untuk disimpulkan dan 
kesimpulan harus diverifikasi selama 
penelitian berlangsung agar memudahkan 
pada kesimpulan akhir. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
Kecamatan Palu Timur sebagai 
Kecamatan yang menjadi tolak ukur tersendiri 
dalam menjalankan roda pembangunan di 
Kota Palu. Sehingga sangat diperlukan 
perencanaan secara strategis, serta turut 
mendukung suksesnya pencapaian sasaran 
Pembangunan Daerah. Untuk mewujudkan 
perencanaan dan strategis Kecamatan maka 
diperlukan sumber daya manusia Kecamatan 
yang demokrasi, kreatif, profesional dan 
tangggap terhadap aspirasi masyarakat  serta 
menguasai teknologi dan ilmu pengetahuan, 
untuk memberikan pelayanan prima terhadap 
masyarakat. Dengan memperhatikan tugas 
pokok dan fungsi yang dimiliki serta kondisi 
proyeksi yang diinginkan ke depan melalui 
visi Kecamatan Palu Timur yaitu 





“Terwujudnya Pelayanan Administrasi 
Pemerintahan, Pembangunan Dan Pembinaan 
Masyarakat Yang Demokrasi, Berkeadilan 
Dan Berdaya Saing”.  
Untuk mengetahui penilaian dari informan 
terhadap Implementasi Program Pelayanan 
Elekronik Kartu Tanda Penduduk (E-KTP) di 
Kec. Palu Timur peneliti telah melakukan 
wawancara mendalam terdiri dari 4 aspek, yaitu 
pertama : Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi 
dan Struktur Birokrasi, sebagaimana yang di 
utarakan oleh Edward III (Tangkilisan 2003:11) 
Implementasi Program Pelayanan 
Elekronik Kartu Tanda Penduduk (E-KTP) di 
Kec. Palu Timur, dengan melihat 4 aspek 
Implementasi diatas, dengan melakukan 
wawancara melibatkan beberapa informan yang 
dianggap mengetahui dan mengerti masalah – 
masalah yang diteliti. Informan yang dilibatkan 
dalam penelitian ini terdiri dari : Unsur dari 
Camat Palu Timur, unsur dari Bagian Pelayanan 
E-KTP, dan dari Masyarakat sebagai sasaran 
kebijakan.  
Setiap informan dilakukan identifikasi 
untuk mengenal lebih dekat masing-masing 
informan untuk memahami setiap karakteristik 
informan, sehingga informasi yang diperoleh 
bersifat optimal sesuai dengan tingkat kebutuhan 
peneliti. Peneliti lebih mengfokuskan pada 
Implementasi Program Pelayanan Elekronik 
Kartu Tanda Penduduk (E-KTP) di Kec. Palu 
Timur, dengan melihat 4 Aspek pada 
implementasi program,  yaitu:   
 
Komunikasi  
Berkenaan dengan bagaimana kebijakan 
dikomunikasikan pada organisasi dan/atau 
public. Komunikasi diartikan sebagai proses 
penyampaian informasi kebijakan dari 
pembuat kebijakan kepada pelaksanan 
kebijakan. Indikator yang dioperasionalkan 
dari dimenssi komunikasi adalah Transformasi 
(sosialisasi kepada pihak pelaksana & sasaran 
kebijakan), Kejelasan (sudah mencapai 
sasaran), dan Konsistensi (sering 
disosialisasikan).  
Untuk mengetahui apakah Implementasi 
Program Pelayanan Kartu Tanda Penduduk 
Elekronik (E-KTP) di Kec. Palu Timur sudah 
di sosialisasikan dengan baik , dapat dilihat 
bawah ini yang dikutip dari pendapat informan 
yang bernama Kasrun Tori, BBA yang 
merupakan Camat Palu Timur, mengemukakan 
bahwa :   
“Sosialisasi yang dilakukan Pemerintah 
mengenai Implementasi Program PATEN 
sudah tepat dan perlu ditingkatkan 
frekuensinya sehingga antara pemerintah 
kota dengan kecamatan khususnya Palu 
Timur saling menunjang dalam rangka 
pencapaian tugas dan fungsi instansi yang 
terkait. (Wawancara, 24 Januari 2017)“.  
Hasil wawancara tersebut, membuktikan 
Kebijakan Implementasi Program Pelayanan 
Kartu Tanda Penduduk Elekronik (E-KTP) di 
Kec. Palu Timur sudah di komunikasikan 
dengan baik, hal ini terbukti bahwa kebijakan 
tersebut telah sosialisasikan kepada 
masyarakat dan semua pihak yang terkait, baik 
kepada perwakilan dari setiap Kelurahan, 
Rukun Tertangga (RT) dan Rukun Warga 
(RW) melalui sosialisasi formal. Hal ini 
mengambarkan bahwa sosialsiasi juga sudah 
konsisten dilaksanakan dimomen – momen 
pertemuan rembuk warga di setiap kelurahan 
di Kecamatan Palu Timur, sudah dilaksanakan 
dengan pendekatan komunikasi yang baik, 




Berkenaan dengan ketersediaan sumber 
daya pendukung. Dalam merealisasikan 
program, sumber daya yang dibutuhkan antara 
lain; jumlah pelaksana yang memadai, kualitas 
sumber daya aparat pelaksana, sarana dan 
prasarana, ketersediaan anggaran, dan 
kewenangan.  
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Untuk mengetahui apakah Implementasi 
Program Pelayanan Kartu Tanda Penduduk 
Elekronik (E-KTP) di Kec. Palu Timur sudah 
memiliki sumber daya dengan baik ? dapat dilihat 
bawah ini yang dikutip dari pendapat informan 
yang bernama Adriani, S.Sos, sebagai Kepala 
Seksi Pelayanan Umum Camat Palu Timur, 
yang mengungkapkan bahwa: 
“Kemampuan staf dalam memberikan 
pelayanan sudah baik akan tetapi anggaran 
yang dikucurkan dalam mendukung 
pelayanan ini semakin lama semakin 
berkurang sehingga pelayanan yang 
diberikan kurang maksimal.” (Wawancara, 
27 Januari 2017).  
Informasi ini menunjukan bahwa 
Implementasi Program Pelayanan Kartu Tanda 
Penduduk Elekronik (E-KTP) di Kec. Palu 
Timur dari aspek sumber daya sudah baik akan 
tetapi dari data sekunder yang didapatkan oleh 
penulis bahwa sebagian besar pegawai di 
Kecamatan Palu Timur hanya berijazah SMA/ 
SMK yaitu sebanyak 30 (tiga puluh) orang 
atau 69% sehingga aspek sumber daya 
menurut penulis masih belum memadai . Hal 
lain juga mengambarkan bahwa anggaran 
pelayanan E-KTP di Kecamatan Palu Timur 
masih perlu ditingkatkan biaya pelayanan yang 
dibebankan kepada APBD, sehingga bisa 
menambah motivasi staf pelayanan dalam 
melayani masyarakatnya.  
 
Disposisi 
Berkenaan dengan kesediaan dari para 
implementor untuk melaksanakan kebijakan 
publik tersebut. Kecapakan saja tidak 
mencukupi, tanpa kesediaan dan komitmen 
untuk melaksanakan kebijakan. Indikator yang 
dioperasionalkan adalah meliputi Perilaku 
Pelaksana (Pemahaman Tupoksi), Komitmen  
dan Tanggung Jawab.  
Untuk mengetahui apakah Implementasi 
Pelayanan E-KTP di Kecamatan Palu Timur 
sudah memiliki pemahaman, komitmen dan 
tanggaung jawab yang baik, dapat dilihat bawah 
ini yang dikutip dari pendapat informan yang 
bernama Azis Hermawan, menyebutkan 
bahwa:  
“Etika pegawai dalam melayani masih kurang 
baik sehingga masyarakat merasa enggan dan 
malas dalam mengurus administrasi di 
Kantor Kecamatan.” (Wawancara, 3 
Februari 2017).  
Dari wawancara tersebut, dapat 
diketahui kebijakan Implementasi Program 
Pelayanan Kartu Tanda Penduduk Elekronik 
(E-KTP) di Kec. Palu Timur dari aspek 
desposisi belum baik, karena etika pegawai 
dalam memberikan pelayanan masih kurang 
optimal. Hal ini juga mengambarkan bahwa 
pelayanan yang baik akan sangat ditentukan 
oleh komitmen dan tanggung jawab dalam 
pelayanan, sehingga sebuah program akan 
mudah di implementasikan di lapangan. 
  
Struktur Birokrasi 
Berkenaan dengan kesesuaian organisasi 
birokrasi yang menjadi penyelenggara 
implementasi kebijakan public. Indikator yang 
dioperasionalkan adalah meliputi Standar 
Operasional Prosedur (SOP), Sturuktur 
Birokrasi  & Pengawasan, 
Untuk mengetahui apakah Implementasi 
Pelayanan E-KTP sudah memiliki standar 
operasional prosedur dan pengawasan yang baik ?  
dapat dilihat bawah ini yang dikutip dari pendapat 
informan yang bernama Arianto Husen yang 
juga merupakan masyarakat Kec. Palu Timur, 
yang menyebutkan bahwa :   
“ Harus ada pengawasan yang ketat terhadap 
para petugas pelayanan E-KTP, termaksud 
pengawasan standar biaya yang dikenakan 
kepada masyarakat“.(Wawancara, 8 Februari 
2017)  
Hasil wawancara tersebut, menunjukan 
bahwa kebijakan Implementasi Program 
Pelayanan Kartu Tanda Penduduk Elekronik 
(E-KTP) di Kec. Palu Timur dari aspek 
struktur birokrasi belum baik, karena 
kurangnya pengawasan terhadap punggutan 
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liar yang dilakukan oleh petugas pelayanan E-
KTP. Hal ini juga mengambarkan bahwa 
pelayanan yang berkualitas sudah mesti ditata 
dengan profesional serta dilakukan 
pengawasan yang berkesinambungan. 
 
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 
 
Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dan 
pembahasan terhadap fokus permasalahan 
dalam penelitian ini, maka dapat diambil 
kesimpulan sebagai berikut, bahwa 
Implementasi Kebijakan Program Pelayanan 
Kartu Tanda Penduduk Elekronik (E-KTP) di 
Kec. Palu Timur belum Optimal, karena dari 
aspek yang mempengaruhinya, antara lain: 
1) Aspek komunikasi sudah baik,  
2) Aspek sumber daya belum baik,  
3) Aspek desposisi belum baik, dan  
4) Aspek struktur birokrasi belum baik. 
 
Rekomendasi 
Oleh karena itu Penelitian ini 
menyarankan untuk: 
1. Perlunya peningkatan kualitas kinerja 
pegawai dalam pelayanan E-KTP di Kec. 
Palu Timur dengan memberikan pelatihan-
pelatihan tentang pelayanan prima. 
2. Perlunya pemberian motivasi dan tanggung 
jawab pegawai pelayanan E-KTP di Kec. 
Palu Timur dengan memberikan reward 
seperti tambahan insentif kepada para 
pegawai dan punishment seperti hukuman 
disiplin atau pemotongan insentif kepada 
pegawai yang melanggar aturan. 
3. Perlunya pengawasan pelayanan E-KTP 
yang intensif dan ketegasan dari pimpinan 
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